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KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 301/HK.01.01/K1/09/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGAWAS TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh
tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan
dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara
Pemilihan dan Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan
oleh PPL dan Pengawas TPS;

b. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk
Panitia Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Tempat
Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2024; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum  Menjadi  Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian
Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar
Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGAWAS TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN 2024.

KESATU : Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu
Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024
sebagai panduan dalam Pembentukan Pengawas TPS.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu
Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Penetapan ini berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2024
KETUA,

RAHMAT BAGJA
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